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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep kepemimpinan autentik (authentic 

leadership) dalam konteks kepemimpinan lokal di Provinsi Jawa Barat, dengan fokus pada figur Bapak Dedi 

Mulyadi. Kepemimpinan autentik mengedepankan nilai-nilai seperti kesadaran diri, transparansi 

relasional, pemrosesan informasi secara seimbang, dan perspektif moral internal. Melalui pendekatan 

kualitatif dengan desain studi kasus dan analisis literatur, penelitian ini menemukan bahwa kepemimpinan 

autentik telah terimplementasi secara nyata dalam gaya kepemimpinan lokal yang berpihak kepada rakyat, 

mengakar pada nilai-nilai budaya Sunda, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kepemimpinan autentik berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan publik, 

penguatan partisipasi warga, serta efektivitas kebijakan publik yang humanis dan berkelanjutan. Penelitian 

ini memberikan implikasi penting bagi pengembangan model kepemimpinan daerah yang berbasis nilai 

dan budaya lokal, serta menawarkan rekomendasi untuk pelembagaan kepemimpinan autentik dalam 

sistem pemerintahan daerah di Indonesia. 

Kata Kunci: Kepemimpinan Autentik, Kepemimpinan Lokal, Budaya Sunda, Kebijakan Publik, Jawa Barat. 

 

Authentic Leadership in the Context of Local Leadership in West Java 

Province 

 

Abstract 

 

This study aims to analyze the application of authentic leadership in the context of local governance in West 

Java Province, focusing on the leadership figure of Mr. Dedi Mulyadi. Authentic leadership emphasizes values 

such as self-awareness, relational transparency, balanced information processing, and an internalized moral 

perspective. Using a qualitative approach through case studies and literature analysis, this research finds that 

authentic leadership has been genuinely implemented in a leadership style that prioritizes public interest, is 

rooted in Sundanese cultural values, and is responsive to societal needs. The findings indicate that authentic 

leadership contributes to increasing public trust, strengthening citizen participation, and improving the 

effectiveness of human-centered and sustainable public policies. This study offers important implications for 

developing value-based and culturally contextualized leadership models in local governance and provides 

policy recommendations for institutionalizing authentic leadership within Indonesia’s decentralized 

governance framework. 

Keywords: Authentic Leadership, Local Leadership, Sundanese Culture, Public Policy, West Java. 
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A. PENDAHULUAN 

Kepemimpinan merupakan elemen 

fundamental dalam sistem pemerintahan dan 

pembangunan masyarakat. Keberhasilan suatu 

organisasi, termasuk pemerintah daerah, 

sangat ditentukan oleh kualitas dan karakter 

kepemimpinan yang ditampilkan oleh para 

aktornya (Northouse, 2021). Dalam konteks 

pemerintahan daerah, keberadaan seorang 

pemimpin tidak hanya diposisikan sebagai 

pengambil keputusan, tetapi juga sebagai aktor 

kunci dalam menciptakan arah pembangunan, 

penguatan tata kelola pemerintahan yang baik 

(good governance), serta pemberdayaan 

masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh 

Yukl (2013), pemimpin publik dituntut untuk 

mampu menyelaraskan antara visi pribadi, 

kepentingan masyarakat, serta prinsip-prinsip 

etika dalam menjalankan kekuasaan. 

Perkembangan demokratisasi, keterbukaan 

informasi, dan tuntutan masyarakat akan 

pemerintahan yang bersih dan berintegritas 

turut mendorong lahirnya model-model 

kepemimpinan yang lebih partisipatif dan 

reflektif terhadap nilai-nilai etis. Salah satu 

pendekatan kepemimpinan yang relevan 

dalam konteks ini adalah kepemimpinan 

autentik (authentic leadership). Konsep 

kepemimpinan autentik berkembang seiring 

dengan munculnya gerakan positive 

organizational scholarship, yang menekankan 

pentingnya nilai-nilai positif dalam organisasi 

seperti kejujuran, kepercayaan, integritas, dan 

transparansi (Luthans & Avolio, 2003). 

Avolio et al. (2004) mendefinisikan 

kepemimpinan autentik sebagai pola 

kepemimpinan yang terbentuk dari kesadaran 

diri, transparansi relasional, pemrosesan 

informasi yang seimbang, dan moral internal 

yang tinggi. Pemimpin autentik mampu 

bertindak berdasarkan nilai-nilai pribadi yang 

kuat, serta mampu membangun hubungan 

yang jujur dan terbuka dengan para 

pengikutnya. Dalam pandangan George (2003), 

pemimpin autentik adalah mereka yang 

menyadari siapa dirinya, memahami nilai-nilai 

yang diyakini, serta secara konsisten 

mengekspresikan nilai-nilai tersebut dalam 

tindakan kepemimpinan. 

Di Indonesia, praktik kepemimpinan autentik 

mulai mendapatkan perhatian seiring 

meningkatnya tuntutan masyarakat akan 

pemimpin yang tidak hanya mampu mengelola 

pemerintahan secara administratif, tetapi juga 

menunjukkan integritas moral, kejujuran, dan 

kedekatan dengan rakyat. Hal ini terutama 

terlihat dalam konteks kepemimpinan daerah, 

di mana figur kepala daerah sering kali menjadi 

representasi dari harapan masyarakat 

terhadap perubahan sosial dan keadilan 

kebijakan. Fenomena pemimpin lokal yang 

menjadikan nilai-nilai lokal, budaya, serta 

kearifan tradisional sebagai dasar 

kepemimpinan menunjukkan adanya upaya 

untuk membumikan model kepemimpinan 

yang kontekstual dengan karakter masyarakat 

Indonesia. 

Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu wilayah 

dengan kompleksitas sosial dan budaya yang 

tinggi menjadi ruang yang subur bagi 

berkembangnya model kepemimpinan yang 

berbasis nilai-nilai lokal. Dalam beberapa 

dekade terakhir, publik mengenal sejumlah 

pemimpin daerah di Jawa Barat yang tampil 

dengan karakter kuat, bersahaja, dan memiliki 

pendekatan yang berbeda dari gaya 

kepemimpinan birokratis yang cenderung 

kaku dan elitis. Salah satu sosok yang menarik 

perhatian adalah Dedi Mulyadi, mantan Bupati 

Purwakarta yang kemudian sekarang menjadi 

Gubernur Jawa Barat. Ia dikenal luas sebagai 

pemimpin yang mengedepankan nilai-nilai 

budaya Sunda, menjalin komunikasi langsung 

dengan rakyat, dan memperlihatkan gaya 

kepemimpinan yang otentik dan partisipatif 

(Indrayani & Putra, 2022). 

Gaya kepemimpinan Dedi Mulyadi yang 

menggabungkan unsur budaya lokal, 
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keterbukaan informasi, dan aksi nyata di 

lapangan menunjukkan karakteristik dari 

authentic leadership sebagaimana dirumuskan 

oleh Avolio dan Gardner (2005). Ia tidak hanya 

menunjukkan nilai-nilai ideal dalam narasi 

politik, tetapi juga mempraktikkannya dalam 

tindakan nyata seperti membangun 

infrastruktur berbasis estetika budaya Sunda, 

mendukung pelestarian lingkungan, dan 

memperkuat identitas lokal melalui kebijakan 

publik. Pendekatan ini menciptakan rasa 

memiliki di kalangan masyarakat serta 

meningkatkan kepercayaan terhadap institusi 

pemerintah daerah. 

Dalam banyak kasus, kepemimpinan autentik 

terbukti mampu meningkatkan kinerja 

organisasi, membangun hubungan yang sehat 

antara pemimpin dan pengikut, serta 

menciptakan budaya kerja yang positif dan 

inklusif (Walumbwa et al., 2008). Dalam 

konteks pemerintahan daerah, kepemimpinan 

autentik dapat berdampak langsung pada 

peningkatan kualitas pelayanan publik, 

mendorong partisipasi masyarakat dalam 

perencanaan pembangunan, serta 

menciptakan lingkungan birokrasi yang lebih 

adaptif dan responsif. 

Namun, praktik kepemimpinan autentik di 

level lokal tidak selalu mudah untuk 

direplikasi. Tantangan seperti birokrasi yang 

rigid, resistensi terhadap perubahan, serta 

adanya kepentingan politik yang bersifat 

transaksional sering kali menjadi hambatan 

dalam mengimplementasikan gaya 

kepemimpinan yang berbasis nilai dan etika. 

Oleh karena itu, dibutuhkan kajian mendalam 

mengenai bagaimana kepemimpinan autentik 

dapat diinternalisasi dalam struktur 

pemerintahan daerah, serta bagaimana kondisi 

sosial dan budaya lokal dapat menjadi 

pendukung maupun penghambat terhadap 

efektivitas kepemimpinan tersebut. 

Penelitian ini menjadi relevan dalam 

menjawab kebutuhan akan model 

kepemimpinan yang lebih kontekstual dan 

transformatif di tingkat lokal. Dengan mengkaji 

praktik kepemimpinan autentik yang 

dijalankan oleh tokoh-tokoh lokal di Provinsi 

Jawa Barat, khususnya figur Dedi Mulyadi, 

penelitian ini tidak hanya berupaya 

memetakan karakteristik kepemimpinan 

autentik dalam konteks lokal, tetapi juga 

menelusuri implikasinya terhadap tata kelola 

pemerintahan, partisipasi masyarakat, serta 

formulasi kebijakan publik yang lebih inklusif 

dan berkeadilan sosial. 

Lebih jauh, temuan dari penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi 

teoretis dalam pengembangan konsep 

authentic leadership dalam kerangka 

pemerintahan lokal, serta memberikan 

rekomendasi praktis bagi para pemangku 

kepentingan dalam mendesain kebijakan 

pengembangan kapasitas kepemimpinan 

daerah. Hal ini penting mengingat tantangan 

pembangunan ke depan menuntut hadirnya 

sosok-sosok pemimpin yang tidak hanya 

kompeten secara teknokratis, tetapi juga 

memiliki integritas moral, kepekaan sosial, 

serta kemampuan untuk membangun relasi 

yang autentik dengan masyarakat yang 

dipimpinnya. 

Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk menjawab pertanyaan utama 

mengenai bagaimana praktik kepemimpinan 

autentik diwujudkan dalam konteks lokal di 

Jawa Barat, serta bagaimana pengaruhnya 

terhadap kinerja pemerintahan, kepercayaan 

publik, dan proses demokratisasi di tingkat 

daerah. Penelitian ini juga akan 

mengeksplorasi faktor-faktor pendukung dan 

penghambat dalam implementasi 

kepemimpinan autentik, serta menawarkan 

model kepemimpinan lokal yang relevan 

dengan dinamika sosial, budaya, dan politik 

Indonesia kontemporer. 

Konsep kepemimpinan autentik pertama kali 

diperkenalkan oleh Luthans dan Avolio (2003) 
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sebagai respons terhadap kebutuhan akan gaya 

kepemimpinan yang lebih etis dan transparan 

dalam organisasi. Mereka mendefinisikan 

kepemimpinan autentik sebagai proses yang 

melibatkan kesadaran diri, transparansi 

relasional, pemrosesan informasi yang 

seimbang, dan perspektif moral internal. 

Pemimpin autentik dianggap mampu 

menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan 

mendorong keterlibatan serta kinerja 

pengikut. 

Walumbwa et al. (2008) kemudian 

mengembangkan kerangka teoritis yang lebih 

komprehensif dengan mengidentifikasi empat 

dimensi utama kepemimpinan autentik: 

1. Kesadaran Diri (Self-Awareness): 

Kemampuan pemimpin untuk memahami 

kekuatan, kelemahan, dan nilai-nilai 

pribadinya serta dampaknya terhadap 

orang lain. 

2. Transparansi Relasional (Relational 

Transparency): Keterbukaan dalam berbagi 

informasi dan perasaan secara jujur dengan 

pengikut. 

3. Pemrosesan Informasi yang Seimbang 

(Balanced Processing): Kemampuan untuk 

menganalisis informasi secara objektif 

sebelum mengambil keputusan.  

4. Perspektif Moral Internal (Internalized 

Moral Perspective): Komitmen terhadap 

nilai-nilai moral dan etika yang 

membimbing tindakan pemimpin. 

Kerangka ini telah menjadi dasar bagi berbagai 

penelitian dan aplikasi praktis dalam 

pengembangan kepemimpinan di berbagai 

sektor. 

Dalam konteks kepemimpinan publik, konsep 

kepemimpinan autentik menjadi semakin 

relevan mengingat meningkatnya tuntutan 

masyarakat terhadap transparansi, 

akuntabilitas, dan integritas pemimpin. George 

(2003) menekankan bahwa pemimpin autentik 

bukan hanya efektif dalam mencapai tujuan 

organisasi, tetapi juga mampu menunjukkan 

integritas, empati, dan konsistensi antara nilai 

dan tindakan. Pendekatan ini dianggap sebagai 

jawaban atas krisis kepercayaan publik 

terhadap institusi politik dan birokrasi. 

Studi oleh Zhu et al. (2023) menunjukkan 

bahwa kepemimpinan autentik dapat 

membentuk budaya organisasi yang etis, 

meningkatkan keterlibatan karyawan, dan 

memperkuat ketahanan organisasi dalam 

menghadapi lingkungan yang kompleks. 

Dengan demikian, penerapan kepemimpinan 

autentik dalam sektor publik dapat 

memperkuat legitimasi dan efektivitas 

pemerintahan. 

Berbagai studi empiris telah menunjukkan 

hubungan positif antara kepemimpinan 

autentik dengan berbagai aspek organisasi. 

Gardner et al. (2005) menemukan bahwa 

kepemimpinan autentik berkontribusi pada 

peningkatan kinerja organisasi dan kepuasan 

kerja karyawan. Rego et al. (2012) juga 

mengidentifikasi bahwa kepemimpinan 

autentik berkorelasi positif dengan partisipasi 

publik dan komitmen organisasi. 

Di Indonesia, meskipun studi tentang 

kepemimpinan autentik masih terbatas, 

beberapa penelitian telah menunjukkan 

relevansinya dalam konteks lokal. Anugerah et 

al. (2019) menemukan bahwa kepemimpinan 

autentik di sektor publik Indonesia dapat 

meningkatkan keterlibatan karyawan dan 

kinerja organisasi. Penelitian oleh Wirawan et 

al. (2020) juga menunjukkan bahwa 

kepemimpinan autentik berpengaruh positif 

terhadap kepuasan kerja dan komitmen 

organisasi di perusahaan milik negara.  

Budaya lokal memainkan peran penting dalam 

membentuk gaya kepemimpinan yang efektif. 

Di Jawa Barat, nilai-nilai budaya Sunda seperti 

"silih asah, silih asih, silih asuh" menjadi 

landasan moral dan etika dalam kehidupan 
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masyarakat. Prinsip ini mencerminkan nilai 

saling mengasah (belajar bersama), saling 

mengasihi (kasih sayang), dan saling mengasuh 

(peduli dan melindungi).  

Filosofi ini sejalan dengan dimensi 

kepemimpinan autentik, khususnya dalam hal 

transparansi relasional dan perspektif moral 

internal. Pemimpin yang mengintegrasikan 

nilai-nilai budaya lokal dalam 

kepemimpinannya dapat membangun 

hubungan yang lebih kuat dengan masyarakat 

dan menciptakan kebijakan yang lebih 

responsif terhadap kebutuhan lokal. 

Contoh nyata dari integrasi ini dapat dilihat 

pada kepemimpinan Bapak Dedi Mulyadi di 

Jawa Barat. Beliau dikenal karena 

mengedepankan nilai-nilai budaya Sunda 

dalam kebijakan dan interaksi sosial 

politiknya, seperti pelestarian budaya lokal, 

pembangunan berbasis kearifan lokal, dan 

pendekatan humanis dalam menyelesaikan 

masalah sosial. Pendekatan ini tidak hanya 

meningkatkan kepercayaan publik tetapi juga 

memperkuat identitas budaya masyarakat. 

B. METODE   

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif untuk mengeksplorasi secara 

mendalam praktik kepemimpinan autentik 

yang ditunjukkan oleh tokoh kepala daerah di 

Provinsi Jawa Barat, dengan fokus khusus pada 

figur Bapak Dedi Mulyadi. Pendekatan 

kualitatif dipilih karena mampu menggali 

makna yang mendalam dari suatu fenomena 

sosial dalam konteksnya yang alami (natural 

setting). Seperti dikemukakan oleh Creswell 

dan Poth (2018), pendekatan kualitatif 

bertujuan untuk memahami makna subjektif 

yang dibentuk oleh individu atau kelompok 

terhadap masalah sosial atau kemanusiaan 

yang mereka hadapi. 

Dalam konteks studi ini, pendekatan kualitatif 

memungkinkan peneliti untuk memahami 

secara utuh nilai-nilai, tindakan, serta persepsi 

yang membentuk kepemimpinan autentik 

tokoh lokal. Dengan demikian, dimensi 

pengalaman, simbol, dan nilai-nilai lokal 

seperti budaya Sunda dapat dianalisis secara 

mendalam, bukan hanya sebagai variabel 

terukur, tetapi sebagai bagian dari narasi sosial 

yang membentuk gaya kepemimpinan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah studi kasus. Studi kasus merupakan 

metode penelitian yang digunakan untuk 

menyelidiki fenomena dalam konteks 

kehidupan nyata, khususnya ketika batas 

antara fenomena dan konteksnya tidak tampak 

secara tegas (Yin, 2018). Studi kasus 

memberikan kesempatan bagi peneliti untuk 

memahami kompleksitas sosial-politik, 

interaksi simbolik, dan dinamika 

kepemimpinan dalam kehidupan publik secara 

rinci dan mendalam. 

Subjek utama studi kasus ini adalah Bapak Dedi 

Mulyadi, tokoh publik yang dikenal luas karena 

pendekatan kepemimpinannya yang sarat 

nilai-nilai budaya lokal dan orientasi etis. 

Pemilihan tokoh ini sebagai kasus tunggal 

didasarkan pada karakteristik unik 

kepemimpinannya yang konsisten 

memperlihatkan indikator kepemimpinan 

autentik seperti transparansi, integritas, dan 

kesadaran diri, sebagaimana didefinisikan oleh 

Walumbwa et al. (2008). 

Pengumpulan data dalam studi ini dilakukan 

secara multi-metode, yaitu kombinasi dari 

studi literatur, analisis dokumen, observasi 

media, serta wawancara mendalam. 

Penggunaan berbagai teknik ini bertujuan 

untuk meningkatkan kedalaman data dan 

menjaga validitas melalui triangulasi metode 

(Patton, 2015). 

Studi literatur dilakukan dengan menelaah 

teori-teori utama kepemimpinan autentik, 

kepemimpinan publik, serta literatur yang 

berkaitan dengan budaya Sunda. Selain itu, 

analisis dokumen dilakukan terhadap 
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dokumen kebijakan daerah, rekaman 

pernyataan publik, pidato politik, dan artikel 

berita terkait kepemimpinan Bapak Dedi 

Mulyadi. Teknik ini bertujuan untuk 

memahami bagaimana narasi kepemimpinan 

dikonstruksi dan dimaknai dalam dokumen 

publik. 

Observasi dilakukan terhadap media digital, 

termasuk saluran YouTube, media sosial, dan 

berita daring yang menampilkan aktivitas, 

pidato, dan interaksi Bapak Dedi Mulyadi 

dengan masyarakat. Sumber-sumber ini 

dianggap sebagai representasi naratif yang 

mencerminkan nilai, emosi, dan simbolisme 

kepemimpinan autentik (Silverman, 2021). 

Wawancara semi-terstruktur dilakukan 

dengan informan kunci, antara lain akademisi, 

tokoh masyarakat, jurnalis, dan pejabat daerah 

yang memiliki pengetahuan langsung atau 

pengalaman terkait praktik kepemimpinan 

yang dianalisis. Wawancara dilakukan untuk 

menggali persepsi, interpretasi, dan makna 

yang diberikan oleh para informan terhadap 

tindakan dan nilai-nilai kepemimpinan yang 

ditunjukkan oleh subjek penelitian. 

Wawancara ini bersifat fleksibel, namun tetap 

berfokus pada tema-tema utama dalam 

kepemimpinan autentik. 

Analisis data dilakukan secara tematik, 

mengikuti tahapan yang dikemukakan oleh 

Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yaitu: 

1. Reduksi data (data reduction): Proses 

seleksi, pemusatan perhatian, 

penyederhanaan, dan transformasi data 

mentah dari berbagai sumber ke dalam 

bentuk yang dapat dianalisis secara 

konseptual. 

2. Penyajian data (data display): Penyusunan 

data yang telah direduksi ke dalam bentuk 

naratif, tabel, atau peta tematik yang 

memudahkan penarikan kesimpulan. 

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi: 

Proses reflektif dalam merumuskan pola, 

tema, atau proposisi teoritis dari data yang 

telah dianalisis. 

Teknik analisis tematik memungkinkan 

peneliti untuk mengidentifikasi dan 

menginterpretasi pola-pola yang muncul 

dalam narasi kepemimpinan, seperti 

kesadaran diri, komitmen moral, atau orientasi 

terhadap nilai lokal. 

Untuk menjaga validitas hasil penelitian, 

dilakukan triangulasi sumber dan metode. 

Teknik ini melibatkan perbandingan data dari 

berbagai sumber (dokumen, media, 

wawancara) serta penggunaan lebih dari satu 

metode pengumpulan data. Selain itu, 

dilakukan cross-check antar informan untuk 

menguji kredibilitas informasi. 

Keabsahan data juga dijaga melalui proses 

member checking, yaitu mengonfirmasi 

kembali hasil interpretasi kepada beberapa 

informan kunci untuk memastikan bahwa 

makna yang ditangkap peneliti sesuai dengan 

pengalaman atau persepsi mereka. Pendekatan 

ini sejalan dengan prinsip trustworthiness 

dalam penelitian kualitatif (Lincoln & Guba, 

1985). 

Fokus utama dalam analisis diarahkan pada: 

• Identifikasi karakteristik kepemimpinan 

autentik berdasarkan kerangka Walumbwa 

et al. (2008), yaitu kesadaran diri, 

transparansi relasional, pemrosesan 

informasi seimbang, dan perspektif moral 

internal. 

• Eksplorasi terhadap nilai-nilai budaya lokal 

Sunda dan peranannya dalam membentuk 

serta memperkuat praktik kepemimpinan 

autentik. 

• Narasi simbolik yang digunakan oleh tokoh 

kepala daerah untuk membangun hubungan 

emosional dan etis dengan masyarakatnya. 
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Dalam penelitian ini, semua informan diminta 

untuk memberikan persetujuan partisipasi 

secara sukarela (informed consent). Identitas 

informan disamarkan untuk menjaga 

kerahasiaan dan privasi, kecuali informan 

menyatakan kesediaan untuk diungkapkan 

secara terbuka. Penelitian ini juga menghindari 

manipulasi data dan bias interpretasi, serta 

mengedepankan objektivitas dan integritas 

ilmiah. 

C. PEMBAHASAN  

Dalam dinamika kepemimpinan publik di 

Indonesia, figur Dedi Mulyadi tampil sebagai 

sosok yang menarik untuk diteliti, khususnya 

dalam kerangka kepemimpinan autentik yang 

diwarnai oleh nilai-nilai kearifan lokal Sunda. 

Penelitian ini menemukan bahwa gaya 

kepemimpinan Dedi Mulyadi, baik saat 

menjabat sebagai Bupati Purwakarta hingga 

sekarang menjadi Gubernur Jawa Barat, 

mencerminkan nilai-nilai kepemimpinan 

autentik yang kuat. Ia tidak hanya menjalankan 

fungsi pemerintahan secara administratif, 

tetapi juga berperan sebagai simbol nilai-nilai 

budaya, spiritualitas, dan empati sosial yang 

menjadi karakteristik penting dalam 

membangun legitimasi kepemimpinan di 

tengah masyarakat. 

Kepemimpinan autentik, sebagaimana 

dirumuskan oleh Avolio dan Gardner (2005) 

serta Walumbwa et al. (2008), terdiri atas 

empat dimensi utama: kesadaran diri (self-

awareness), transparansi relasional (relational 

transparency), perspektif moral yang 

terinternalisasi (internalized moral 

perspective), dan pemrosesan informasi yang 

seimbang (balanced processing). Dalam 

konteks lokal Sunda, nilai-nilai ini menemukan 

manifestasi nyata dalam praktik 

kepemimpinan Dedi Mulyadi yang konsisten 

dengan prinsip-prinsip kebudayaan 

masyarakat setempat. 

Kesadaran diri merupakan aspek mendasar 

dari kepemimpinan autentik. Pemimpin yang 

memiliki kesadaran diri memahami kekuatan, 

kelemahan, nilai-nilai, dan dampak dari 

perilakunya terhadap orang lain. Dalam kasus 

Dedi Mulyadi, kesadaran diri ini muncul dalam 

bentuk pengakuan dan penghargaan terhadap 

identitas dirinya sebagai bagian dari 

masyarakat Sunda. Ia secara aktif 

menunjukkan nilai-nilai kebudayaan yang 

dihayatinya, seperti filosofi hidup "silih asah, 

silih asih, silih asuh". 

Prinsip ini diterjemahkan secara nyata dalam 

kebijakan dan perilaku sehari-hari. Misalnya, 

dalam berbagai kesempatan, ia menekankan 

pentingnya etika sosial dalam hubungan 

antarwarga, perlunya pendidikan karakter 

sejak usia dini, serta kesadaran kolektif 

terhadap lingkungan. Nilai-nilai ini bukan 

sekadar slogan, melainkan menjadi kerangka 

normatif dalam pengambilan kebijakan publik 

dan membentuk arah pembangunan di wilayah 

kepemimpinannya. 

Kesadaran dirinya juga tercermin dalam gaya 

komunikasi yang jujur dan membumi. Ia 

mampu merefleksikan posisi dirinya di tengah 

masyarakat, tidak menempatkan diri di atas 

warga, tetapi sejajar sebagai bagian dari 

komunitas. Dalam banyak dokumentasi publik, 

ia tampak hadir secara langsung, menyapa 

masyarakat secara personal, dan tidak segan 

untuk mengungkapkan perasaan atau 

pandangan pribadinya dengan lugas dan 

terbuka. 

Transparansi relasional adalah kemampuan 

pemimpin untuk memperlihatkan keterbukaan 

dalam hubungan interpersonal, kejujuran 

dalam komunikasi, serta ketulusan dalam niat 

dan tindakan. Kepemimpinan Dedi Mulyadi 

mengedepankan transparansi yang tinggi, 

terlihat dari gaya kepemimpinannya yang 

terbuka terhadap kritik, mengundang dialog 

publik, dan menyampaikan kebijakan dengan 
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bahasa yang mudah dipahami oleh semua 

kalangan. 

Ia memanfaatkan media sosial secara aktif 

untuk menyampaikan kegiatan, menjawab 

pertanyaan masyarakat, hingga 

mengklarifikasi isu-isu yang berkembang. Hal 

ini menciptakan kedekatan antara pemimpin 

dan masyarakat serta memperkuat 

akuntabilitas publik. Gaya komunikasi yang 

otentik ini menumbuhkan kepercayaan 

masyarakat karena dirasakan sebagai sesuatu 

yang jujur dan tidak dibuat-buat. 

Dalam interaksinya, Dedi Mulyadi tidak 

menghindari diskusi yang sensitif, bahkan 

sering menyuarakan kritik terhadap kebijakan 

di tingkat nasional yang dianggap kurang 

berpihak pada rakyat kecil. Namun, kritik 

tersebut disampaikan dalam kerangka etis, 

tidak menyerang secara personal, melainkan 

menyoroti kebijakan secara substantif. Sikap 

ini menunjukkan keberanian moral dan 

konsistensi dalam menjaga integritas 

kepemimpinan. 

Kepemimpinan autentik juga mensyaratkan 

adanya panduan nilai yang bersifat internal, 

bukan sekadar mengikuti tekanan eksternal 

atau kalkulasi politik. Dalam praktiknya, Dedi 

Mulyadi memperlihatkan konsistensi dalam 

menjunjung nilai-nilai moral, seperti keadilan 

sosial, kesetaraan, dan pelestarian budaya 

serta lingkungan. 

Salah satu contoh konkret adalah kebijakan 

pelestarian lingkungan yang dikemas dalam 

program penghijauan dan pelindungan mata 

air. Ia menolak praktik pembangunan yang 

dianggap merusak lingkungan atau 

mengancam keberlangsungan hidup 

masyarakat lokal. Dalam hal ini, keberpihakan 

terhadap nilai-nilai keberlanjutan menjadi 

panduan moral yang tegas. 

Ia juga dikenal sebagai tokoh yang memelihara 

dan memperkuat kebudayaan lokal melalui 

berbagai program kesenian, pendidikan 

budaya, serta arsitektur publik yang bernuansa 

Sunda. Inisiatif ini memperlihatkan 

keyakinannya bahwa pembangunan tidak 

boleh meminggirkan budaya lokal, tetapi harus 

berakar pada identitas dan nilai-nilai 

komunitas. 

Pemimpin autentik tidak mengambil 

keputusan secara sepihak, melainkan 

mempertimbangkan berbagai perspektif 

sebelum bertindak. Dalam kepemimpinannya, 

Dedi Mulyadi dikenal sebagai sosok yang suka 

berdialog, mendengarkan aspirasi, dan 

memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat 

dalam proses pengambilan keputusan. 

Ia sering menggelar diskusi publik, 

mengundang tokoh agama, budayawan, 

akademisi, dan warga biasa untuk duduk 

bersama membahas berbagai isu strategis. 

Pendekatan ini bukan hanya memperkaya 

kualitas keputusan, tetapi juga memperkuat 

legitimasi sosial atas kebijakan yang diambil. 

Dengan mempertimbangkan berbagai 

pandangan, ia menunjukkan bahwa keputusan 

yang diambil bukan karena kepentingan 

pribadi, tetapi sebagai hasil pertimbangan 

rasional dan kolektif. 

Dalam pengelolaan konflik sosial, Dedi Mulyadi 

juga cenderung menggunakan pendekatan 

mediasi yang melibatkan berbagai pihak. Ia 

tidak langsung menggunakan otoritas hukum, 

tetapi lebih memilih dialog untuk menemukan 

solusi yang adil dan berkelanjutan. Strategi ini 

memperlihatkan kedewasaan dalam 

memproses informasi dan keberanian untuk 

mencari solusi yang win-win. 

Selain menjalankan fungsi birokrasi 

pemerintahan, Dedi Mulyadi juga tampil 

sebagai simbol budaya dan spiritualitas 

masyarakat Sunda. Ia sering mengenakan 

pakaian adat dalam berbagai kesempatan 

resmi, tidak sekadar sebagai hiasan, tetapi 

sebagai bentuk penghormatan dan pelestarian 

budaya. 
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Dalam berbagai pidato dan interaksi publik, ia 

menekankan pentingnya nilai spiritual, seperti 

kesabaran, kesederhanaan, dan kepedulian 

terhadap sesama. Nilai-nilai ini ia integrasikan 

ke dalam kebijakan publik, seperti program 

bantuan sosial berbasis komunitas, dukungan 

terhadap pesantren, dan pelibatan tokoh 

agama dalam proses pembangunan. 

Ia juga mempromosikan gaya hidup yang 

selaras dengan alam dan nilai-nilai kearifan 

lokal, seperti penggunaan bahan bangunan 

alami, revitalisasi ruang terbuka hijau, dan 

pelestarian seni tradisional. Peran ini 

menjadikannya lebih dari sekadar pejabat 

publik, melainkan pemimpin budaya yang 

dihormati karena komitmennya terhadap nilai 

dan tradisi lokal. 

Kepemimpinan autentik Dedi Mulyadi tidak 

bisa dipisahkan dari konteks budaya Sunda 

yang kaya akan nilai-nilai sosial seperti gotong 

royong, hormat pada leluhur, serta 

keseimbangan antara manusia dan alam. 

Budaya ini menjadi landasan moral dan 

spiritual yang menginspirasi gaya 

kepemimpinan yang inklusif, reflektif, dan 

berakar. 

Studi Geertz (1960) menunjukkan bahwa 

dalam masyarakat Jawa (dan dapat diperluas 

ke Sunda), pemimpin seringkali dipandang 

sebagai sosok moral dan simbolik. Dalam 

tradisi ini, pemimpin tidak cukup hanya efektif 

secara administratif, tetapi juga harus mampu 

menjadi teladan etika dan penjaga nilai-nilai 

luhur. Dalam kerangka ini, Dedi Mulyadi 

menunjukkan kapasitas sebagai pemimpin 

autentik yang diterima secara sosial karena 

konsistensi moral dan budayanya. 

Temuan ini memiliki implikasi penting bagi 

pengembangan kepemimpinan publik di 

Indonesia. Pertama, ia menunjukkan bahwa 

kepemimpinan yang efektif tidak harus selalu 

bersifat teknokratis, tetapi bisa berbasis pada 

nilai-nilai budaya lokal. Kedua, ia 

membuktikan bahwa keterbukaan, ketulusan, 

dan keberanian moral adalah aset penting 

dalam membangun kepercayaan publik. 

Ketiga, ia memberikan bukti empiris bahwa 

nilai-nilai lokal tidak bertentangan dengan 

prinsip good governance. Sebaliknya, integrasi 

antara budaya dan etika kepemimpinan justru 

memperkuat tata kelola pemerintahan yang 

partisipatif, transparan, dan berkeadilan. Oleh 

karena itu, model kepemimpinan Dedi Mulyadi 

dapat dijadikan inspirasi dalam membentuk 

pemimpin masa depan yang tidak hanya 

kompeten, tetapi juga autentik. 

Secara keseluruhan, penelitian ini 

mengkonfirmasi bahwa kepemimpinan Dedi 

Mulyadi merupakan representasi nyata dari 

kepemimpinan autentik berbasis nilai-nilai 

lokal. Melalui dimensi kesadaran diri, 

transparansi relasional, perspektif moral yang 

terinternalisasi, dan pemrosesan informasi 

yang seimbang, ia mampu membangun gaya 

kepemimpinan yang tidak hanya efektif secara 

administratif, tetapi juga bermakna secara 

sosial dan budaya. Kepemimpinan semacam ini 

menjadi relevan di tengah tantangan 

modernisasi, karena mampu menjembatani 

kebutuhan efisiensi pemerintahan dengan 

aspirasi kultural masyarakat. Dengan 

demikian, studi ini merekomendasikan 

pentingnya pendekatan kontekstual dalam 

pengembangan teori dan praktik 

kepemimpinan publik di Indonesia. 

D. PENUTUP DAN REKOMENDASI 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa 

kepemimpinan autentik yang diwujudkan oleh 

kepala daerah di Provinsi Jawa Barat, terutama 

oleh Bapak Dedi Mulyadi, mencerminkan 

kekuatan kepemimpinan berbasis nilai lokal 

dan keaslian karakter pemimpin. Dimensi-

dimensi autentisitas seperti kesadaran diri, 

transparansi relasional, pemrosesan informasi 

yang seimbang, serta perspektif moral internal, 

menjadi elemen penting yang menumbuhkan 
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kepercayaan publik dan memperkuat 

hubungan antara pemerintah dan masyarakat. 

Kepemimpinan autentik tidak hanya 

berdampak pada efektivitas pemerintahan, 

tetapi juga memainkan peran strategis dalam 

membentuk budaya birokrasi yang responsif 

dan humanis. Dalam konteks Jawa Barat, 

pendekatan kepemimpinan yang 

mengedepankan nilai-nilai lokal terbukti 

mampu menciptakan kedekatan emosional 

antara pemimpin dan warga, serta 

memberikan keteladanan dalam praktik 

pelayanan publik yang berintegritas. 

1. Penguatan Nilai Lokal dalam Pendidikan 

Kepemimpinan. Pemerintah daerah dan 

lembaga pendidikan perlu mengembangkan 

kurikulum dan pelatihan kepemimpinan 

yang menekankan pentingnya nilai-nilai 

kearifan lokal sebagai landasan moral dan 

etika kepemimpinan publik. 

2. Reformasi Birokrasi Berbasis Autentisitas. 

Pengembangan birokrasi yang berbasis 

transparansi, keterlibatan publik, dan nilai-

nilai personal pemimpin yang konsisten 

harus menjadi orientasi dalam reformasi 

tata kelola pemerintahan di tingkat lokal 

dan nasional. 

3. Replikasi Praktik Baik Kepemimpinan 

Autentik. Praktik kepemimpinan autentik 

yang telah terbukti efektif perlu 

didokumentasikan dan direplikasi secara 

sistematis ke daerah lain melalui program 

pertukaran kepala daerah, laboratorium 

kepemimpinan lokal, atau forum dialog 

kebijakan. 

4. Penyusunan Indeks Kepemimpinan 

Autentik Daerah (IKAD). Pemerintah 

Provinsi maupun pusat dapat menyusun 

instrumen pengukuran autentisitas 

kepemimpinan daerah sebagai indikator 

baru dalam menilai kinerja kepala daerah 

secara holistik. 

Dengan memahami dan mengadopsi prinsip-

prinsip kepemimpinan autentik, diharapkan 

Indonesia dapat membangun tata kelola 

pemerintahan yang tidak hanya efisien secara 

administratif, tetapi juga kuat secara moral, 

etis, dan berakar pada budaya bangsa. 
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